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ABSTRAK 

 

Muhammad Fakhri Sudrajad. 201810115236. Tinjauan Yuridis Terhadap 

Kewenangan Jaksa Dalam Melaksanakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. 

Jaksa penuntut umum memiliki posisi sentral dan peran strategis dalam sistem 

penegakan hukum, oleh karena itu Jaksa memiliki wewenang dalam melakukan 

pengendalian terhadap  suatu proses perkara (Dominus Liitis) yaitu dapat 

menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak 

berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Dalam hal suatu 

kasus tidak diajukan ke Pengadilan Jaksa memiliki wewenang untuk melakukan 

penghentian penuntutan, pelaksanaan penghentian penuntutan harus berdasarkan 

Pasal 140 Ayat 2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu: 

tidak  terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak 

pidana, perkara ditutup demi hukum. Dalam hal perkara ditutup demi hukum, 

harus memperhatikan kaidah berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Kejaksaan 

Nomor 15 Tahun 2020, yaitu: Terdakwa meninggal dunia, Kedaluwarsa 

penuntutan pidana, nebis in idem yaitu  telah ada putusan pengadilan yang 

memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, 

pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali, telah ada 

penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process). 

Banyak sekali penyelesaian  kasus pidana dilakukan dengan menggunakan  

retributive Justice yaitu dengan cara menghukum pelaku, padahal penyelesaian 

kasus pidana bisa dilakukan dengan menggunakan restorative justice yaitu dengan 

cara melakukan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan, 

sehingga dapat memberikan perlindungan bagi korban dan pelaku, Demikian 

restorative justice lebih mengutamakan pertanggungjawaban terhadap korban 

bukan pertanggungjawaban hukum. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah 

bagaimana syarat dikeluarkannya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan 

Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan bagaimana mekanisme dapat 

dilaksanakannya penghentian penuntutan berdasarkan Peraturan Kejaksaan 

Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena 

penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk 

selanjutnya dibahas sesuai dengan kajian aturan hukum yang berlaku dan teori-

teori hukum yang berlaku. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa syarat penghentian penuntutan berdasarkan 

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah terpenuhi sebagai berikut: 
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bahwa korban bukanlah residivis, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 

(lima) tahun, nilai kerugian tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua 

juta lima ratus ribu rupiah), telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula 

dan telah ada kesepakatan perdamaian. Selain itu mekanisme penghentian 

penututan berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah 

terpenuhi sebagai berikut: telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan 

tersangka, kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban, apabila 

dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu maka 

tersangka perlu melakukan pemenuhan kewajiban kepada korban. 

 

Kata kunci: kejaksaan, penghentian penuntutan, keadilan restoratif.  
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ABSTRACT 

 

Muhammad Fakhri Sudrajad.  201810115236. Juridical Review of the 

Prosecutor's Authority in Carrying out Termination of Prosecution Based on 

Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. 

The public prosecutor has a central position and strategic role in the law 

enforcement system, therefore the prosecutor has the authority to exercise control 

over a case process (Dominus Liitis), namely being able to determine whether a 

case can be brought to court or not based on valid evidence according to law  

Criminal Procedure.  In the event that a case is not submitted to the Court, the 

Prosecutor has the authority to terminate the prosecution, the implementation of 

the termination of the prosecution must be based on Article 140 Paragraph 2 

letter a of the Criminal Procedure Code, namely: there is not enough evidence, 

the incident turns out to be not a crime,  case closed by law.  In the event that a 

case is closed for the sake of law, it must pay attention to the rules based on 

Article 3 Paragraph 2 Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, namely: The 

accused dies, Expiration of criminal prosecution, nebis in idem namely there has 

been a court decision that has permanent legal force against a person for a case 

involving  the same, complaints for criminal acts of complaint are withdrawn or 

withdrawn, there has been a settlement of cases outside the court (afdoening 

buiten process). 

Lots of settlements of criminal cases are carried out using retributive justice, 

namely by punishing the perpetrators, even though the settlement of criminal 

cases can be carried out using restorative justice, namely by carrying out 

restoration to its original state and not retaliation, so that it can provide 

protection for victims and perpetrators.  Justice prioritizes accountability to 

victims, not legal responsibility.  The research objectives to be achieved are what 

are the conditions for issuing a termination of prosecution based on the 

Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and how the mechanism for stopping 

prosecution can be implemented based on the Prosecutor's Regulation Number 15 

of 2020. This research uses normative research because this research describes 

the problems that exist for the next  discussed in accordance with the study of 

applicable legal regulations and applicable legal theories. 

The results of the study show that the conditions for termination of prosecution 

based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 have been fulfilled as 

follows: that the victim is not a recidivist, the threat of imprisonment is not more 

than 5 (five) years, the value of the crime loss is not more than IDR 2,500,000.00  

Tinjauan Yuridis.., Muhammad Fakhri Sudrajad, Fakultas Hukum, 2023



ix 
 

(two million five hundred thousand rupiah), there has been a restoration to its 

original state and there has been a peace agreement.  In addition, the mechanism 

for stopping prosecution based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 

has been fulfilled as follows: there has been a peace agreement between the 

victim and the suspect, a peace agreement without fulfilling obligations, if in the 

case of a peace agreement accompanied by the fulfillment of certain obligations, 

the suspect needs to fulfill obligations to the victim. 

 
Keywords: prosecution, termination of prosecution, restorative justice. 
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